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ABSTRAK 

 

 

Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2014 atas 

pelaksanaan dari Undang-undang nomor 15 tahun 1997 dan diperbaharui dengan 

Undang-undang nomor 29 tahun 2009 pasal 31 ayat (1)  : Tanah yang diberikan 

kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru 

sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat 

dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun 

sejak penempatan. 

Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang 

batasan jangka waktu hak milik atas kepemilikan tanah transmigrasi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan 

dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan 

konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu yang diberikan 

pemerintah merupakan upaya pemerintah atas pengawasan dalam pengelolaan lahan 

transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada transmigran, peraturan 

pemerintah nomor 3 tahun 2014 Pasal 131: “Pengawasan pelaksanaan Transmigrasi 

dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya” dan Pasal 132 Pengawasan pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan untuk:  

a. Menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan transmigrasi; 

b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan transmigrasi; dan  

c. Menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang transmigrasi 

 Untuk penegakkan hukum pada huruf c peraturan pemerintah juga mengatur 

pada pasal 31 ayat (1) dan diperjelas oleh ayat (3). 

 

 

Kata Kunci : Kewenangan pemerintah, Transmigran, Sanksi 
 



ABSTRACT 

 

The provisions stipulated in Government Regulation No. 3 of 2014 on the 

implementation of Law No. 15 of 1997 and updated by Law No. 29 of 2009 Article 31 

Paragraph (1): Land granted to Transmigrants and local residents who move to new 

settlements as part of SP-Pugar as referred to in Article 29 is non-transferable, 

unless it has been owned for at least 15 (fifteen) years from the date of placement. 

The authors in this thesis wish to examine and analyze more about the 

limitation of the tenure of ownership of transmigration land ownership. 

The research method used is normative legal research, that is legal research 

conducted by examining library materials or secondary law material while in 

searching and collecting data is done by two approaches, that is law approach and 

conceptual approach. 

The results of the study indicate that the time period given by the government 

is the government's effort to control the management of transmigration land given by 

the government to the transmigrants, the government regulation number 3 of 2014 

Article 131: "The supervision of the implementation of Transmigration is done by the 

Minister, Governor, and / or Regent / Mayor in accordance with its authority "and 

Article 132 The supervision of the implementation of Transmigration as referred to in 

Article 131 shall be conducted to: 

 

a. Ensure the achievement of the Transmigration implementation objectives; 

b. Improve the quality of Transmigration implementation; and 

c. Guarantee the implementation of law enforcement in the field of 

Transmigration. 

 

  For law enforcement in letter c of government regulation also regulated in 

article 31 paragraph (1) and clarified by paragraph (3). 
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Kesimpulan 

1. Ratio legis dalam batasan jangka waktu pemindahtanganan hak milik diatas lahan 

transmigrasi, agar masyarakat betul-betul memanfaatkan atas lahan diberikan dan 

dikelola secara aktif karena tujuan dari pemerintah adalah untuk kemakmuran rakyat, 

penyamarataan baik dari segi pendidikan, sosial serta ekonomi masyarakat itu sendiri. 

Karena hak milik yang diberikan diawal program transmigrasi bukanlah hak milik 

yang mutlak yang harus dimiliki sepenuhnya, dengan adanya batasan jangka waktu 

pemerintah lebih strategis dalam memberikan hak pengelolaan atas hak milik atas  

tanah transmigrasi dengan mengeluarkan sanksi atau akibat hukumnya. 

2. Akibat hukum terhadap transmigran yang memindahtangankan hak milik atas 

tanahnya dalam batasan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah diatur dalam 

peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2014 pasal 31 ayat 2 menyatakan: “Dalam hal 

terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hak atas tanah bagi Transmigran dan penduduk setempat menjadi hapus” , kemudian 

pada ayat 4 menyatakan: “Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara”. Hak milik yang 

diperoleh melalui program transmigrasi tidak mengenal jangka waktu, namun 

penggunaannya tetap terikat pada batas-batas yang ditentukan dan undang-undang 

dan peraturan-peraturan yang masih diberlakukan tentang pertanahan. 
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